
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 4^ TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dapat d i laksanakan dengan 
ter t ib , efisien, ekonomis, efektif, t ransparan, dan 
bertanggung jawab sesuai dengan ka idah-ka idah 
pengelolaan keuangan daerah yang baik, per lu adanya 
pedoman pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 2014 tentang Aparatur Sipi l 
Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa ka l i d iubah , t e rakh i r dengan Undang-Undang 
Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 
Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara T a h u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6573); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 T a h u n 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional; 

8. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 
tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan i n i , yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Waki l Bupa t i adalah Wak i l B u p a t i Pacitan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. 
6. P impinan dan Anggota DPRD adalah P impinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Pacitan. 
7. Aparatur Sipi l Negara yang se lanjutnya disebut ASN adalah ASN d i 

Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
8. Non Aparatur Sipi l Negara selanjutnya disebut Non ASN adalah Non ASN d i 

Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat APBD 

adalah rencana keuangan t a h u n a n daerah yang d i te tapkan dengan Perda. 
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang 

d i l akukan da lam wi layah Negara Kesatuan Republ ik Indonesia u n t u k 
kepent ingan pemer intahan daerah. 

11 . Perjalanan dinas da lam daerah adalah perjalanan dinas yang d i l akukan d i 
da lam wi layah Kabupaten Pacitan. 

12. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang d i l akukan ke luar 
wi layah Kabupaten Pacitan. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se lanjutnya dis ingkat SKPD adalah 
u n s u r perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintahan daerah. 

14. Pengguna Anggaran yang se lanjutnya dis ingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran u n t u k melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang d ip imp innya . 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dis ingkat KPA adalah pejabat 
yang diber i kuasa u n t u k melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 



16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya d is ingkat SPT adalah surat per intah 
kepada pejabat daerah, ASN dan Non ASN yang d ike luarkan oleh pejabat 
yang berwenang sebagai dasar me lakukan perjalanan dinas. 

17. Surat Perjalanan Dinas yang se lanjutnya d is ingkat SPD adalah dokumen 
yang d i t e rb i tkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam 
rangka pelaksanaan perjalanan dinas. 

18. Lumpsum adalah sua tu j u m l a h uang yang te lah d i h i t u n g ter lebih d a h u l u [pre-
calculated amount) dan d ibayarkan sekaligus. 

19. At cost adalah biaya r i i l yang d ike luarkan sesuai dengan b u k t i pengeluaran 
yang sah. 

20. Tempat k edudukan adalah lokasi kantor SKPD. 
2 1 . Tempat t u j u a n adalah tempat yang menjadi t u j u a n perjalanan dinas. 

BAB I I 
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupat i i n i mengatur mengenai pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban perjalanan dinas d i Kabupaten Pacitan yang 
anggarannya bersumber dar i APBD. 

(2) Perjalanan dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan oleh: 
a. Bupa t i dan Waki l Bupa t i ; 
b. P impinan dan Anggota DPRD; 
c. ASN; dan 
d. Non ASN. 

BAB I I I 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 3 

Perjalanan dinas d i laksanakan dengan memperhat ikan beberapa pr ins ip sebagai 
ber ikut : 
a. selektif, y a i tu hanya u n t u k kepent ingan yang sangat t inggi dan pr ior i tas yang 

berka i tan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kiner ja SKPD; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 
d. akuntab i l i tas pemberian per in tah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pembebanan perjalanan dinas. 

BAB IV 
J E N I S PERJALANAN DINAS 

Pasal 4 

(1) Perjalanan dinas terd ir i dar i 2 (dua) j en is ya i tu : 
a. perjalanan dinas da lam daerah; dan 
b. perjalanan dinas luar daerah. 



(2) Perjalanan dinas da lam daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a 
terd i r i dar i : 
a. perjalanan dinas yang d i laksanakan lebih dar i 8 (delapan) j a m ; dan 
b. perjalanan dinas yang d i laksanakan k u r a n g dar i 8 (delapan) j a m . 

(3) Perjalanan dinas lebih dar i 8 (delapan) j a m sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) h u r u f a d i h i t u n g saat m u l a i berangkat dar i kantor , meng ikut i/me lakukan 
acara d i lokasi t u j u a n sampai pu lang kembal i ke kantor . 

P a s a l 5 

Perjalanan dinas d i l akukan da lam rangka: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada j aba tan ; 
b. meng ikut i rapat, seminar, dan kegiatan sejenis la innya; 
c. pengumandahan (detasering); 
d. menempuh u j i an d inas a tau u j i an j aba tan ; 
e. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri a tau menghadap 

seorang dokter penguji kesehatan yang d i t u n j u k , u n t u k mendapatkan surat 
keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jaba tan ; 

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena 
mendapat cedera pada w a k t u a tau karena me lakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan 
Pegawai Negeri; 

h . penugasan u n t u k meng ikut i pendid ikan setara Dip loma/Sl/S2/S3; dan/atau 
i . meng ikut i pendid ikan dan pelat ihan. 

BAB V 

P E J A B A T PENANDA TANGAN SPT 

Pasal 6 
(1) Perjalanan dinas d i l akukan oleh pelaksana sesuai per intah atasan pelaksana 

yang te r tuang dalam SPT. 
(2) SPT sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t e rb i tkan oleh: 

a. Bupat i/Wak i l Bupa t i u n t u k perjalanan dinas yang d i l akukan oleh Bupat i , 
Wak i l Bupat i , dan Sekretaris Daerah; 

b. Ketua/Waki l Ketua DPRD u n t u k perjalanan dinas yang d i l akukan oleh 
P impinan dan Anggota DPRD; 

c. Sekretaris Daerah u n t u k perjalanan dinas yang d i l akukan oleh Asisten 
Sekretaris Daerah, Staf Ah l i , Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala 
Badan, Inspektur , D i r ek tu r RSUD, Camat dan Kepala Bagian; 

d. Atasan langsung u n t u k perjalanan dinas yang d i l akukan oleh pelaksana 
SPD pada SKPD berkenaan; dan 

e. Pengguna Anggaran u n t u k perjalanan dinas yang d i l akukan oleh 
ASN/Non ASN dar i luar Pemerintah Kabupaten. 

(3) SPT sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f c dapat d i t e rb i tkan oleh 
Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi apabi la Sekretaris Daerah 
berhalangan, dan da lam ha l Asisten yang membidangi berhalangan maka 
d i tandatangani oleh Asisten la in . 

(4) SPT u n t u k Camat yang me lakukan perjalanan dinas d i dalam daerah 
d i te rb i tkan oleh Camat. 

(5) Kewenangan penerbitan SPT sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat 
didelegasikan kepada pejabat yang d i t u n j u k dengan surat pendelegasian 
tertul is . 



(6) SPT sebagaimana d imaksud pada ayat (2) pal ing sedikit mencan tumkan ha l -
ha l sebagai ber ikut : 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. w a k t u pelaksanaan tugas; dan 
d. Tempat pelaksanaan tugas. 

(7) Ben tuk SPT sebagaimana d imaksud pada ayat (6) berpedoman pada 
Lampiran I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupat i 
i n i . 

(8) SPT d imaksud menjadi dasar penerbi tan SPD. 
(9) SPD sebagaimana d imaksud pada ayat (8) d ibua t sesuai format sebagaimana 

t e rcantum pada Lampiran II yang merupakan bagian t idak terpisahkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB V I 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

Bagian Kesa tu 
Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Pasal 7 

(1) Biaya perjalanan dinas da lam daerah k u r a n g dar i 8 (delapan) j a m 
mendapatkan uang t ranspor t da lam daerah dalam hal pelaksanaan 
perjalanan dinas t idak menggunakan kendaraan dinas. 

(2) Biaya perjalanan dinas da lam daerah lebih dar i 8 (delapan) j a m mendapatkan 
uang har ian , yang me l iput i komponen uang makan , uang saku, dan uang 
t ranspor t da lam daerah. 

(3) Dalam ha l pelaksanaan perjalanan dinas lebih dar i 8 (delapan) j a m 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) menggunakan kendaraan dinas, maka 
n i l a i uang har i an d iber ikan setelah d ikurang i n i l a i uang t ranspor t da lam 
daerah. 

(4) Terhadap pelaksanaan perjalanan dinas da lam daerah lebih dari 8 (delapan) 
j a m sebagaimana d imaksud pada ayat (2) bagi Bupat i , Waki l Bupat i , Ketua 
DPRD, Waki l Ketua DPRD, anggota DPRD, dan pejabat eselon I I , d iber ikan 
uang representasi. 

(5) Besaran uang t ranspor t da lam daerah, uang har ian , dan uang representasi 
sesuai dengan ketentuan dalam standar biaya yang d i te tapkan oleh Bupat i 
dan merupakan batas tert inggi yang t i dak boleh d i lampaui . 

Bagian Kedua 
Perjalanan Dinas Luar Daerah 

Pasal 8 

(1) Biaya Perjalanan dinas luar daerah terd i r i dar i : 
a. uang har ian ; 
b. uang t ransport ; 
c. uang tax i ; 
d. biaya penginapan; 
e. biaya to l ; 
f. uang representasi bagi Bupa t i , Waki l Bupa t i , ketua DPRD, Waki l Ketua 

DPRD, anggota DPRD, dan pejabat eselon I I ; dan 
g. biaya pemeriksaan kesehatan covid-19. 



(2) Uang har i an sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a me l iput i komponen 
uang saku, uang makan , dan t ranspor t lokal . 

(3) Uang t ranspor t sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b d ipergunakan 
u n t u k membiayai pengeluaran moda t ransportas i dar i kota asal ke kota 
t u j u a n . 

(4) Uang tax i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c d ipergunakan u n t u k 
membiayai pengeluaran tax i sebagai be r iku t : 
a. dar i kantor tempat k edudukan asal menu ju bandara, pe labuhan, 

te rmina l , a tau s tas iun u n t u k keberangkatan ke tempat t u j u a n ; 
b. dar i bandara, pe labuhan, t e rmina l , a tau stas iun kedatangan menuju 

tempat t u j u a n ; 
c. kepulangan dar i tempat t u j u a n menu ju bandara, pe labuhan, terminal , 

a tau s tas iun u n t u k keberangkatan ke tempat k edudukan asal; dan/atau 
d. dar i bandara, pe labuhan, t e rmina l , a tau stas iun kedatangan menuju 

kantor tempat k edudukan asal. 
(5) Biaya penginapan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d 

d ipergunakan u n t u k membiayai biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan 
perjalanan dinas. 

(6) Biaya to l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e d ipergunakan u n t u k 
membiayai jasa penggunaan j a l a n to l da lam rangka pelaksanaan perjalanan 
dinas. 

(7) Uang representasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f f 
d ipergunakan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam rangka 
perjalanan dinas, seperti biaya t ips . 

(8) Biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f g d ipergunakan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sepanjang 
dalam masa pandemi covid-19. 

(9) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana t e r can tum da lam Standar Biaya yang d i te tapkan oleh Bupat i . 

Pasal 9 

(1) Pemberian uang har ian sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 ayat (2) 
d i l akukan dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. uang har ian d ibayarkan secara lumpsum; 
b. uang ha r i an d iber ikan dengan besaran sama u n t u k semua pelaksana 

perjalanan dinas; dan 
c. uang har ian d iber ikan selama pelaksanaan perjalanan dinas. 

(2) Uang t ranspor t luar daerah sebagaimana d imaksud pada Pasal 8 ayat (3) 
d ibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost); 

(3) Uang t ransport luar daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d iber ikan 
u n t u k pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang t idak menggunakan 
kendaraan dinas, da lam ha l perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas 
biaya t ranspor t berupa biaya bahan bakar minyak yang d ibayarkan secara r i i l 
(at cost) dengan me lampi rkan b u k t i t ransaks i yang sah. 

(4) Uang tax i sebagaimana d imaksud pada pasal 8 ayat (4) d ibayarkan secara r i i l 
(at cost). 

(5) Pemberian biaya penginapan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8 ayat (5) 
d ibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost); 

(6) Dalam ha l pelaksana perjalanan dinas t idak menggunakan fasilitas hotel atau 
tempat penginapan la innya, maka kepada yang bersangkutan d iber ikan biaya 
penginapan secara lumpsum sebesar 3 0 % (tiga p u l u h persen) dar i tar i f 
penginapan d i kota tempat t u j u a n . 

(7) Biaya to l sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 ayat (6) d ibayarkan sesuai 



dengan biaya r i i l [at cost). 
(8) Uang representasi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 ayat (7) d iber ikan 

secara lumpsum. 
(9) Biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 

ayat (8) d iber ikan sesuai dengan biaya r i i l [at cost). 

BAB VI I 
PELAKSANAAN DAN P R O S E D U R PEMBAYARAN 

BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 10 

Biaya perjalanan dinas dapat d ibayarkan sebelum atau sesudah perjalanan dinas 
d i laksanakan. 

Pasal 11 

(1) Dalam ha l j u m l a h ha r i per jalanan dinas melebihi j u m l a h har i yang d i te tapkan 
dalam SPT/SPD dan t idak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana 
perjalanan dinas, maka dapat d iber ikan tambahan uang har ian dan biaya 
penginapan. 

(2) Tambahan uang har ian dan biaya penginapan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dapat d i m i n t a k a n kepada PA/KPA u n t u k mendapat persetujuan 
dengan me lampi rkan dokumen berupa: 
a. surat keterangan keter lambatan/penundaan keberangkatan dar i Syah 

bandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportas i la innya; dan/atau 
b. surat per intah tugas t ambahan dar i pemberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat (2) PA/KPA 
membebankan biaya t ambahan uang har i an dan biaya penginapan pada DPA 
SKPD berkenaan. 

(4) Dalam ha l j u m l a h har i perjalanan dinas t emyata ku rang dar i j u m l a h har i 
yang d i te tapkan da lam SPD maka pelaksana perjalanan dinas yang 
bersangkutan wajib menyetorkan kembal i kelebihan uang har ian dan biaya 
penginapan yang di ter imanya. 

Pasal 12 

Biaya Perjalanan Dinas d ibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
SKPD penerbit SPD. 

Pasal 13 

(1) Dalam ha l terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya 
pembatalan dapat d ibebankan pada DPA SKPD berkenaan. 

(2) Dokumen yang harus d i l amp i rkan da lam rangka pembebanan biaya 
pembatalan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. surat pemyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dar i pejabat penerbit 

SPT; dan 
b. pernyataan/tanda b u k t i besaran pengembalian biaya t ransport dan/atau 

biaya penginapan dar i perusahaan jasa transportas i dan/atau 
penginapan d isahkan oleh PA/KPA. 



(3) Biaya pembatalan yang dapat d ibebankan pada DPA SKPD sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sebagai ber ikut : 
a. biaya pembatalan t iket t ransportas i a tau biaya penginapan; a tau 
b. sebagian a tau se luruh biaya t iket t ransportas i a tau biaya penginapan 

yang t idak dapat dikembal ikan/re/und. 

BAB VI I I 
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS 

Pasal 14 

(1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada 
PA/KPA pal ing lambat 5 (lima) ha r i kerja setelah perjalanan dinas 
d i laksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) dengan me lampi rkan berupa: 
a. SPT yang sah; 
b. SPD yang te lah d i tandatangani oleh PA/KPA, pejabat pemberi per intah, 

dan pejabat d i tempat pelaksanaan perjalanan dinas a tau p ihak terkai t 
yang menjadi tempat t u j u a n perjalanan dinas; 

c. b u k t i pembelian t iket , b u k t i pembayaran la innya; 
d. b u k t i pembayaran hotel a tau tempat menginap la innya yang d ike luarkan 

oleh hotel/penginapan/penyedia jasa reservasi online; 
e. b u k t i pengeluaran biaya to l ; 
f. u n t u k perjalanan dinas yang menggunakan jasa event organiser, selain 

me lampi rkan b u k t i pembelian t iket dan b u k t i pembayaran hotel, 
d iwaj ibkan pu la me lampi rkan kontrak/per jan j ian kerjasama; 

g. b u k t i pembayaran pemeriksaan kesehatan covid-19; dan 
h. daftar pengeluaran r i i l . 

(3) Daftar pengeluaran r i i l sebagaimana d imaksud dalam ayat (2) h u r u f h 
d ipergunakan u n t u k pengganti b u k t i pengeluaran yang h i lang a tau t idak 
diperoleh, dengan format sebagaimana t e rcantum pada Lampiran III yang 
merupakan bagian t idak terp isahkan dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

(4) Kwi tans i r inc ian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana 
t e rcantum pada Lampiran IV, V, dan VI yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 15 

(1) Pelaksana perjalanan dinas me lakukan perh i tungan rampung se luruh b u k t i 
pengeluaran biaya perjalanan dinas dan d isampaikan kepada PA/KPA mela lui 
Bendahara Pengeluaran. 

(2) PA/KPA berwenang u n t u k meni la i kesesuaian dan kewajaran atas biaya-
biaya yang t e r can tum da lam daftar pengeluaran. 

(3) PA/KPA mengesEihkan b u k t i pengeluaran sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai 
pertanggungjawaban GU atau b u k t i pengesahan surat permintaan 
membayar/surat permintaan pencairan dana (SPM/SP2D) LS perjalanan 
dinas. 

Pasal 16 

Pelaksana perjalanan dinas wajib melaporkan basi l pelaksanaan perjalanan dinas 
kepada pejabat yang member ikan persetujuan/per intah dalam bentuk dokumen 
ter tu l i s dengan format sesuai dengan pedoman ta ta naskah dinas. 



Pasal 17 

Pihak-pihak yang me lakukan pemalsuan dokumen, mena ikkan dar i harga 
sebenamya [mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap dalam 
pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian keuangan daerah, 
bertanggungjawab sepenuhnya atas se luruh t i ndakan yang d i l akukan sesuai 
Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

BAB I X 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 18 

(1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian in te rna l terhadap pelaksanaan 
perjalanan dinas. 

(2) Pengendalian in te rna l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan 
sesuai ke tentuan Perundang-Undangan yang ber laku. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

(1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 ayat (2) dapat 
memer in tahkan p ihak la in d i luar ke tentuan da lam Pasal 2 ayat (2) u n t u k 
me lakukan perjalanan dinas, sepanjang berkai tan dengan tugas 
pokok/fungsi SKPD. 

(2) Penggolongan terhadap p ihak la in sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i t en tukan oleh PA/KPA dengan memper t imbangkan t ingkat 
pendid ikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. 

(3) Da lam ha l perjalanan dinas ha rus d i laksanakan secara 
ber lan jut/menyambung dar i perjalanan dinas awal, maka pelaksanaan 
perjalanan dinas yang bersangkutan d i a tu r sebagai be r iku t : 
a. pelaksana perjalanan dinas dapat menyambung perjalanan dinas tanpa 

harus kembal i ter lebih d a h u l u ke tempat kedudukan ; dan 
b. kepada pelaksana perjalanan dinas d imaksud d iber ikan biaya perjalanan 

dinas awal sesuai dengan biaya perjalanan dinas dan biaya perjalanan 
dinas sambungan tanpa d iber ikan biaya t ransport dar i tempat 
kedudukan . 

BAB X I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2 0 

Dengan ber lakunya Peraturan i n i , maka : 
a. Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 37 T a h u n 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan 
b. Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 79 T a h u n 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupa t i Nomor 37 T a h u n 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

d icabut dan d inya takan t idak ber laku lagi. 



Pasal 21 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d i te tapkan. 

Agar setiap orang mengetahui , memer in tahkan pengundangan Peraturan Bupat i 
i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada t a n g g a l ^ - - 2021 

INDRATA NUR BAYUAJI 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal ^ - - 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 

H E R U WIWOHO SP. 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR A^B> 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 4^ TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

SURAT PERINTAH TUGAS 
NOMOR : / / /... 

Dasar 

MEMERINTAH : 

Kepada : 1. Nama : 
Pangkat/Ool : 
NIP : 
Jabatan : 

2. Nama : 
Pangkat/Ool : 
NIP : 
Jabatan : 

U n t u k : 1 
2 
3 

Di te tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 

Pejabat yang berwenang 

NAMA 
Pangkat 

NIP. 

BUPATI P A C I T ^ 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN 

K O P NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

Lembar ke : 1 
Kode No : .. 
Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran 

2 Nama / NIP pegawai yang 
melaksanakan perjalanan dinas 

3 a. Pangkat dan golongan 
b. Jabatan / instans i 
c. T ingkat biaya perjalanan d inas 

a. 
b. 
c. 

4 Maksud perjalanan dinas 
5 Alat angkut yang d igunakan 
6 a. Tempat berangkat 

b. Tempat t u j u a n 
a. 
b. 

7 a. Lamanya perjalanan dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggad harus kembal i 

a. 
b. 
c. 

8 Peng ikut : Nama Tanggal lah ir Keterangan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

9 Pembebanan anggaran 
a. Instans i 
b. A k u n 

a. 
b. 

10 Keterangan la in- la in 

D ike luarkan d i Pacitan 
Pada tanggal 

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna ANggaran 

NAMA 
NIP. 



SPD Nomor ; 
Lembar ke : 2 

I I . T i b a d i 
Pada tanggal 
Kepala 

NIP. 

I . Berangkat dar i 
(Tempat kedudukan) 
Pada tanggal 
Ke 
Kepala 

NIP 
Berangkat dar i 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

NIP. 
I I I . Tiba d i 

Pada tanggal 
Kepala 

NIP. 
IV. Tiba d i 

Pada tanggal 
Kepala 

NIP. 
V. Tiba kembal i d i 

Pada tanggal 
Kepala : .., 

NIP. 

VI. CATATAN LAIN-LAIN 

Berangkat dar i 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

NIP. 
Berangkat dar i 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala 

NIP. 
Telah diper iksa dengan keterangan 
bahwa perjalanan tersebut d i atas 
benar d i l akukan atas per intahnya dan 
semata-mata u n t u k kepentingan 
j aba tan da lam w a k t u yang sesingkat-
singkatnya. 

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran 

NAMA 
Pangkat 

NIP 

VII.PERHATIAN : 
Pejabat yang berwenang menerb i tkan SPD, pegawai yang me lakukan 
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/t iba, 
serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan 
Keuangan Daerah apabila daerah menderi ta rug i akibat kesalahan,kelalaian 
dan kealpaannya. 

BUPATI PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN I I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN 

DAFTAR PENGELUARAN R I I L 

Yang bertandatangan d i bawah i n i : 
Nama ; 
NIP : 
Jabatan 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal , dengan i n i 
k a m i menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
1. Biaya t ranspor t pegawai dan/atau biaya penginapan d i bawah i n i yang t idak 

dapal t diperoleh b u k t i - b u k t i pengeluarannya, me l iput i 
No. Uraian J u m l a h 

J u m l a h 

2. J u m l a h uang tersebut pada angka 1 d i atas benar-benar d ike luarkan u n t u k 
pelaksanaan Perjalanan Dinas d imaksud dan apabi la d ikemudian har i terdapat 
kelebihan atas pembayaran, k a m i bersedia u n t u k menyetorkan kelebihan 
tersebut ke Kas Daerah. 

Demik ian pemyataan i n i k a m i bua t dengan sebenamya, u n t u k d ipergunakan 
sebagaimana mestinya, dan k a m i bertanggung jawab penuh apabila ada 
penyimpangan da lam penggunaan uang tersebut d i atas. 

Pacitan, 
Pelaksana SPD 

NAMA 
NIP 

BUFAT^ P A C I T A N ^ 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
KABUPATEN PACITAN 

PERJALANAN DINAS PEMERINTAH 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH 

KUITANSI 

Nomor 

Sudah ter ima dar i 

J u m l a h uang 

Guna membayar 

Terbi lang Rp. 

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

NO PERHITUNGAN BIAYA JUMLAH NAMA DAN TANDA 
TANGAN PENERIMA 

dst 

Uang har i an 
X Rp 

Uang t ranspor t 
x R p 

Uang penginapan 
x R p 

Uang taks i 
x R p 

Uang to l 
x R p 

Uang representasi 
x R p 

Biaya pemeriksaaan covid-
19 

x R p 

JUMLAH 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp. (Nama terang) 

JUMLAH SELURUHNYA Rp 

Mengetahui/menyetujui 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Lunas dibayar pada tanggal 
Bendahara Pengeluaran .. 

(Nama terang) 
NIP. 

(Nama terang) 
NIP. 

B I PACITAN 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 2(5̂  TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 
DALAM DAERAH KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM 

KUITANSI 

Nomor 

Sudah ter ima dar i 

J u m l a h uang 

Guna membayar 

Terbi lang Rp. 

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

NO PERHITUNGAN BIAYA JUMLAH NAMA DAN TANDA 
TANGAN PENERIMA 

1 Uang t ranspor t 
x R p 

Rp 

(Nama terang) 
2 Uang t ranspor t 

x R p 
Rp 

(Nama terang) 
3 Uang t ranspor t 

x R p 
Rp 

(Nama terang) 
dst 

JUMLAH SELURUHNYA Rp 

Mengetahui / menyetuj u i 
Kuasa Pengguna Anggaran 

Lunas dibayar pada tanggal 
Bendahara Pengeluaran .. 

(Nama terang) 
NIP. 

(Nama terang) 
NIP. 

BJJPATI P A C I T A N ^ 

INDRATA NUR BAYUAJI 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERINTAH 
KABUPATEN PACITAN 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 
DALAM DAERAH L E B I H DARI 8 (DELAPAN) J A M 

KUITANSI 

Nomor : 

Sudah ter ima dar i : 

J u m l a h uang : 

Guna membayar : 

Terbi lang : Rp 

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

NO PERHITUNGAN BIAYA JUMLAH NAMA DAN TANDA 
TANGAN PENERIMA 

1 Uang har ian 
x R p 

Rp 

(Nama terang) 
2 Uang har i an 

x R p 
Rp 

(Nama terang) 
3 Uang har i an 

x R p 
Rp 

(Nama terang) 
dst 

JUMLAH SELURUHNYA Rp 

Mengetahui/menyetujui Lunas dibayar pada tanggal 
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran . 

(Nama terang) (Nama terang) 
NIP. NIP. 

INDRATA NUR BAYUAJI 


